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RINGKASAN

Dalam menentukan seatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak, seorang penuntut
umum harus memeriksa terlebih dahulu berkas perkara yang masuk kepadanya,
salah satu indikator yang harus mendapatkan perhatian adalah mengenai tidak dapat
dilanjutkan penuntutan karena alasan demi hukum yang termasuk juga dasarnya
adalah daluarsa. Berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana
mengenai daluarsa penuntutan dalam arti sempit maksud dari kedaluarsa adalah
pengaruh dari lampaunya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk
menuntut seseorang tertuduh dalam tindak pidana.

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak
untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan
tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam
arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana,
akan tetapi baik secara umum atau secara khusus Undang-Undang menentukan
peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya
karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa
hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Dasar dari ketentuan tersebut sama
dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 Ayat (1) tentang asas ne bis in idem ialah
untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-
lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman
penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri.
Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari

penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada



setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu
membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama
sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa,
yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang

dijatuhkan oleh pengadilan.

Asas adalah a fundmental truth or doctrine dari aturan undang-undang oleh karena
itu akan berfungsi sebagai ratio dari aturan Undang-Undang yang bersangkutan.
Asas hukum dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai konsep maupun
sebagai ajaran. Ada juga dengan ius comminis doctorum dan dalam peraturan
pembentukan perundang-undangan bahkan ada juga yang sudah dimasukan dalam
undang-undang tertentu. Dalam undang-undang tertentu, posisinya diletakan pada
bagian awal undang-undang itu. Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip
yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana
tanpa kesalahan” (gen straf zonder schuld). Tetapi, apabila pertanggungjawaban
pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut leer van
het materiele feit. Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada
pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku
juga di Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons di defenisikan sebagai
suatu perbuatan (hendeling) yang diancam dengan pidana oleh undangundang,
bertentengan dengan hukum (pnrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld)
oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Problematika Daluarsa, Tindak Pidana, Peristiwa.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Problematika Daluarsa Dalam Penuntutan
Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Peristiwa Pidana adalah untuk menganalisis
mengenai penghitungan daluarsa penuntutan perkara pidana mutlak ditentukan dari
tempus delictie serta untuk menganalisis mengenai konsekwensi hukum daluarsa
penuntutan tindak pidana yang tidak berdasarkan tempus delictie. penelitian ini
adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan
hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Penghitungan daluarsa penuntutan
perkara pidana mutlak ditentukan dari tempus delictie, hal ini didasari dari hakikat
penggalian peristiwa pidana melalui beberapa tingkat pemeriksaan. Dimana yang
ditekankan dalam kapan peristiwa pidana itu terjadi, sehingga dapat disimpulkan
bahwa mulainya penghitungan kadaluarsa adalah dari tempus delicti. Kedua
konsekwensi hukum daluarsa penuntutan tindak pidana yang tidak berdasarkan
tempus delictie adalah dapat diketahui dari lewatnya suatu waktu, maka suatu
tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian
pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat
bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses.
Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama
hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan
kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya.
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ABSTRACT
Keywords: Expired Problems, Crime, Events.

The purpose of the thesis research entitled Problems of Expiration in Prosecution
of Criminal Acts Associated with Criminal Events is to analyze the calculation of
the expiration date for prosecution of criminal cases which is absolutely determined
from the tempus delictie and to analyze the legal consequences of the expiration
date on the prosecution of crimes that are not based on the tempus delictie. This
research is a type of normative legal research, namely research that obtains legal
materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be
discussed.

The research results obtained are: First, the calculation of the expiration date for
prosecution of criminal cases is absolutely determined from the tempus delictie, this
is based on the nature of exploring criminal events through several levels of
examination. Where is the emphasis on when the criminal incident occurred, so that
it can be concluded that the start of the statute of limitations is from tempus delicti.
Second, the legal consequence of the expiration of the prosecution of a crime that
IS not based on tempus delictie is that it can be known from the passage of time,
that a crime committed by someone cannot be prosecuted. Thus the perpetrators of
criminal acts cannot be dragged to court so that the perpetrators can move freely.
Criminal acts that have been committed are no longer investigated or processed.
The impact of abolishing this prosecution was based on the consideration that the
perpetrator during his lifetime was in hiding with limited space for movement and
freedom, already an indication of punishment for his actions.
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